PEMERINTAH KOJI‘A MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-2011]

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 12 TAHUN 201

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 1) perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013

Tentang Pinjaman Daerah;
i

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—ilndang l!vasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

‘ 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt; Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092); :

|
3. Undang-Undang Nomor 17 Iahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambghan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286

!

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor iT&mbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembafan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nnnl.mr 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara| Republik Indonesia
Nomor 4844);

| I
I

!




10.

11.

12

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indup&sia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan | Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 197 Nomorga, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo#lf:sia Nomior 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 5!'0 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang
Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan
Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera
Utara (Lembaran  Negara L Republik  Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67); !5

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun,
Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat [I Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lem Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 6

Peraturan Pemerintah Nomor 2% Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah Dan | Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lem n Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lf::J:1fl:~.<511'e1.1'1f egara Nomor 4139);

|
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);




13.

14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacr:#h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan PBemerintah Nomor 6
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor |1 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah dengan Peratur% Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Peru Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Menteri Dalam Negeti Nomor 49 Tahun 2001
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pedoman Penilaian Bardng Daerah;,




22.

23.

29,

29.

26.

27.

28.

29.

f

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L‘-J Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa| kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011!Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Telinis Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi dan | Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Medan!Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan|Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2013 tentdang Pinjaman Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 1});

. Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2010

tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas
Perumahan Dan Permukimanj Kota dan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 43);




31. Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit
Umum Dr. Pirngadi Kota Medan (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2010 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

|
Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada:
a. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Meda’fq; dan
b. Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan. |

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

{ |
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 April 2013

WALIKOTA MEDAN,
tt

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMQOR 12




